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PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR 1t TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN 

NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 

a. bahwa pelayanan non perizinan Keterangan Rencana Kota 
dan Pengesahan Site Plan, tidak lagi menjadi kewenangan 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Bengkulu; 

b. bahwa pelayanan perizinan Non Berusaha Surat Izin dan 
Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 
Jamu, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang, dan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat 
Laik Fungsi belum masuk dalam jenis Pelayanan 
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota 
Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan 
Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 
Bengkulu Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Berusaha dan Perizinan Nonberusaha kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kota Bengkulu; 

1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1091); 



WALIKOTA BENGKULU 
PROVINS! BENGKULU 

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
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9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang 
Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6617); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 221); 

2014 tentang 
Satu Pintu 
Tahun 2014 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan 
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 877); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan 
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 607); 

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 
Tahun 2014 ten tang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1279); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1714); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan 
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1956); 
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24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 
Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 943); 

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 316); 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga 
Kesehatan Tradisional Interkontinental (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 493); 

27. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu 
Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 
2021 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 18 
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN 
PERIZINAN NONBERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU KOTA BENGKULU. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Bengkulu 
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan 
Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah 
Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 18) diubah, sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  27 Maret 2023 

WALIKOTA BENGKULU 

 
Cap/dto 

 

H. HELMI HASAN 
 

Diundangkan di Bengkulu, 

pada tanggal   27 Maret 2023                 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

 

Cap/dto 

 
ARIF GUNADI 

 
Salinan sesuai dengan aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU 
  
   

 
 
NAYU ALDILA PUTRI, SH 
NIP. 197810102005022004 

 
BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR ...10... 

 
 

 

 

 

 

 

 

,·- - . 

11-'"''4"+ .: 
o. 

* SETDA ' 

~ 

(' 1i G K _' 



WALIKOTA BENGKULU 
PROVINS! BENGKULU 

- 7 -

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
NOMOR ti TAHUN 2023 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN W ALIKOTA 
BENGKULU NOMOR 18 TAHUN 2022 
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG 
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 
DAN PERIZINAN NONBERUSAHA KEPADA 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA 
BENGKULU. 

JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN NONBERUSAHA 
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA BENGKULU 

A. Perizinan Berusaha, terdiri dari : 
1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah; 
2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah; 
3. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi; 
4. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi. 

B. Perizinan Nonberusaha, terdiri dari: 
1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan; 
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 
4. Izin Perubahan Penggunaan Tanah; 
5. Izin Praktik Dokter Hewan; 
6. Izin Pengumpulan Uang dan Barang; 
7. Izin Trayek; 
8. Izin Peletakan Titik Media Reklame; 
9. Izin Operasional Klinik (Milik Pemerintah Non BLUD); 
10. Izin Tukang Gigi; 
11. Surat Izin Praktik Apoteker; 
12. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; 
13. Surat Izin Praktik Perawat; 
14. Surat Izin Praktik Bidan; 
15. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis; 
16. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; 
17. Surat Izin Praktik Penata Anestesi; 
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18. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian; 

19. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis; 

20. Surat Izin Praktik Perekam Medis; 

21. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien; 

22. Surat Izin Praktik Optometris; 

23. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi; 

24. Surat Izin Praktik Radiografer; 

25. Surat Izin Praktik Elektromedis; 

26. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 

27. Surat Izin Praktik Kardiovaskuler; 

28. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; 

29. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi; 

30. Surat Izin Praktik Fisioterapis; 

31. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis; 

32. Surat Izin Praktik Terapis Wicara; 

33. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis; 

34. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; 

35. Surat Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan 

Tradisional Jamu; 

36. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan 

37. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. 

 

 

WALIKOTA BENGKULU, 
 

Cap/dto 
 

H. HELMI HASAN 


